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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
 

NOMOR 1 TAHUN 2012 
 

TENTANG  
 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARANGASEM, 
 

 

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu 
dikelola dengan baik dan benar agar dapat dimanfaatkan secara 
optimal untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; 

b. bahwa dalam upaya pengamanan barang milik daerah, perlu dilakukan 
penataan administrasi pengelolaan barang milik daerah secara 
profesional; 

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengamanatkan pengelolaan 
barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah;    

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2043); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan 
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1967);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4515); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 
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14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / 
Jasa Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 
 

dan  
 

BUPATI KARANGASEM  
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat  DPRD, 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem 
sebagai  unsur penyelenggara Pemerintahan  Daerah. 
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5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah 
bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program SKPD. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Karangasem. 

9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut barang adalah semua 
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah. 

10. Pengelolaan barang adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap 
barang yang meliputi perencanaan kebutuhan dan  penganggaran,  
pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, 
penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, 
penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. 

11. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola 
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan 
kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang. 

12. Pembantu pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang 
bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan 
barang yang ada pada SKPD dalam hal ini Bagian  dilingkungan 
Sekretariat Daerah / Instansi  di Kabupaten Karngasem yang 
membidangi pengelolaan barang. 

13. Pengguna barang milik daerah adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang. 

14. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau 
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang 
yang berada dalam penguasaannya. 

15. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen 
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilaian internal 
dan penilai ektermal. 

16. Penyimpan barang  milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas 
untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan barang. 

17. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas 
untuk mengurus barang dalam pemakaian yang ada di setiap SKPD. 

18. Rumah daerah adalah rumah yang dimiliki oleh pemerintah daerah 
yang ditempati oleh pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil daerah. 

19. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk 
menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang 
sedang berjalan dalam rangka sedang menyusun kebutuhan dan/atau 
pemeliharaan barang yang akan datang. 
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20. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan 
penentuan kebutuhan barang dengan memperhatikan alokasi 
anggaran yang tersedia. 

21. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan 
barang/jasa. 

22. Penerimaan adalah kegiatan penerimaan barang dari hasil pengadaan 
atau dari perolehan lainnya yang sah. 

23. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan 
penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang 
atau ruang penyimpanan lainnya. 

24. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dari gudang 
atau tempat lain yang ditunjuk ke SKPD. 

25. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dalam 
mengelola dan menatausahakan barang sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi SKPD. 

26. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi dan pelaporan barang sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

27. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, 
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang. 

28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang yang tidak dipergunakan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, 
pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan 
bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

29. Sewa adalah pemanfaatan barang oleh pihak lain dalam jangka waktu 
tertentu dengan  menerima imbalan uang tunai. 

30. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah 
daerah, antara pemerintah daerah dengan lembaga sosial yang 
berlandaskan filosofi Tri Hita Karana dalam jangka waktu tertentu 
tanpa menerima imbalan dan setelah berakhir diserahkan kembali 
kepada pengelola. 

31. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang oleh pihak 
lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan 
daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan 
lainnya. 

32. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang berupa tanah oleh 
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka 
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan 
kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasiltasnya 
setelah berakhirnya jangka waktu. 

33. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang berupa tanah oleh 
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk 


